
BAB III 

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM 

MENJALANKAN FUNGSI DPRD DI KABUPATEN LOMBOK UTARA 

TAHUN 2014-2019 

1. Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi DPRD 

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelasakan secara detail hasil 

temuan di lapangan yang berkaitan dengan peran anggota legislatif perempuan 

dalam menjalankan fungsi DPRD di Kabupaten Lombok Utara tahun 2014-2019. 

Berdasarkan metode penelitian yang sudah dilaksanakan yakni pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan dengan dua anggota DPRD Perempuan di 

Kabupaten Lombok Utara dengan masa jabatan 2014-2019. Selain itu, wawancara 

juga dilakukan dengan anggota DPRD laki-laki yakni Wakil ketua 1 dan satu 

anggota DPRD laki-laki yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait objek 

penelitian. 

Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan sangat diperlukan 

baik itu, dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Beranjak dari keinginan untuk 

mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia baik di tingkat pusat m aupun daerah 

pemerintah mengupayakan keterlibatan perempuan dalam bidang pendidikan, 

ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ardianto, 

Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (3 November 2016, 09.03 WITA) yakni: 

“Memang peran perempuan itu tidak hanya kita mengaggap penting tetapi 

oleh UU sudah memberikan peran dan posisi perempuan memiliki kesamaan hak 



dibidang hukum, pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik ini dicerminkan oleh 

peraturan presiden nomor 9 tahun 1999 2008 yang mana menempatkan peran 

perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Lalu kalau kita berbicara spesifik 

lombok utara tentu . memang peran perempuan ini sangat diperlukan dalam rangka 

menjalankan amanat UU. Persoalannya adalah setelah perpres no 9 tahun 1999 di 

negara kita partai politik pun seperti uu no 2 tahun 2008 tentang partai politik 

kemudian diganti dengan uu no. 2 thn 2011 ttg partai politik itu telah 

mengamanatkan untuk kesetaraan gender penempatan perempuan dalam pengurus 

partai sebesar 30%.” 

 

Dalam UU No. 2 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa pendirian 

dan pembentukan partai politik sebagaimana yang dimaksudkan pada  ayat 1 

menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, dalam UU No. 10 tahun 

2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 53 

mengatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 

memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. 

Dari gambaran diatas merupakan upaya-upaya pemerintah dalam 

mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang politik. Namun, dengan adanya 

keterwakilan perempuan dengan kuota sebesar 30% pada pencalonan pemilu 

legislatif dan pengurusan partai. Yang menjadi ketakutakan yakni Partai politik 

tidak melihat kemampuan dari perempuan yang akan duduk sebagai wakil rakyat 

tetapi hanya memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu, Baik ditingkat pusat 

maupun daerah. 

Dengan sedikitnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten lombok 

Utara yakni 2 orang dari 30 anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara tahun 2014-

2019. Dengan adanya dua keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lombok 

Utara yang menjadi pimpinan DPRD yakni salah satu dari 2 anggota DPRD 

perempuan yaitu Ni Wyn Sri Pradiyanti.Untuk melihat kontribusi yang diberikan 



oleh dua DPRD Perempuan di Kabupaten Lombok Utara dalam menjalankan fungsi 

DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Akan di 

paparkan satu persatu berdasarkan 3 fungsi DPRD dan sesuai dengan data dan 

temuan yang telah diperoleh dilapangan yakni: 

1.1  Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi 

Legislasi 

1.1.1 Pembuatan Perda dan Jumlah Perda yang Dihasilkan 

Dengan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lombok 

Utara hanya 2 orang atau dengan presentase 6,6% dari 30 anggota 

DPRD yang ada di Kabupaten Lombok Utara menjadi hal yang 

menarik untuk dibahas karena dengan di dominasi oleh laki-laki 

apakah DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD hanya 

sebagai pelengkap atau turut ikut andil dan berkontribusi dalam 

pengambilan keputusan. 

Berbicara terkait peran DPRD perempuan dalam menjalankan 

fungsi legislatif tidak ada perbedaan antara DPRD perempuan dan 

DPRD laki-laki. Berdasarkan hasil wwawancara dengan Djekat Wakil 

Ketua 1 DPRD KLU menjelaskan bahwa: 

“Pada DPRD Kabupaten Lombok Utara yang menjadi 

Pimpinan DPRD pada periode 2014-2015 adalah perempuan dari 

fraksi demokrat. Terpilihnya pimpinan DPRD sudah termuat dalam 

Undang-Undang pemilu yang mengatakan bahwa suara terbanyak akan 

terpilih sebagai pemenang kursi terbanyak di parlemen, maka secara 

otomatis dia menjadi pimpinan DPRD. Dengan sistem pemilu yang 

terbuka ini tidak membedakan peran antara perempuan dan laki-laki 

untuk menduduki jabatan strategis.” 

 



Didalam PP Nomor 16 tahun 2010 pasal 37 ayat 2 mengatakan 

bahwa pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 

berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak 

di DPRD. 

Terwujudnya kesetaraan gender dalam bidang politik terutama 

di DPRD Kabupaten lombok Utara dapat dibuktikan dengan adanya 

penempatan posisi strategis perempuan di parlemen yaitu Ni Wayan 

Sri Pradianti. Untuk menduduki jabatan strategis tersebut memang 

tidak langsung ditunjuk oleh anggota DPRD namun, dalam UU Pemilu 

telah mengatur hal tersebut.  

Dalam UU Pemilu pun tidak menjelaskan untuk menduduki 

jabatan sebagai pimpinan DPRD tidak harus laki-laki ataupun 

perempuan. Tetapi, suara terbanyaklah yang akan menduduki jabatan 

tersebut.  

Hal ini membuktikan bahwa DPRD Kabupaten Lombok Utara 

telah menjalankan amanat UU sesuai dengan apa yang telah 

diperintahkan tanpa harus melihat jenis kelamin dari seorang 

pemimpin. Sedangkan, DPRD Perempuan yakni Galuh Nurdiyah, 

menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara 

dari fraksi Demokrat sebagai ketua partai politik.  

Disamping itu, Galuh Nurdiyah juga menempati kedudukan di 

alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Utara. Pertama, di 

Komisi III yang membidangi, Pembangunan meliputi fungsi: bidang 



pembangunan dan kesejahtraan rakyat meliputi, pekerjaan umum, tata 

kota, petamanan, kebersihan, pertambangan, dan energi, perumahan 

rakyat dan lingkungan hidup, ketanagakerjaan, agama, kebudayaan, 

sosial, kesehatan kependudukan dan keluarga berencana, dan 

transmigrasi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kepemudaan, olahraga, dan peranan wanita. Kedua, sebagai anggotan 

badan anggara. 

Dalam proses menjalankan fungsi sebagai legislator DPRD 

perempuan di Kabupaten Lombok Utara yang erat kaitannya dengan 

penetapan kebijakan berupa Peraturan daerah. Dan dalam penetapan 

Perda terdapat proses dan pedoman yang digunakan dalam penetapan 

Perda itu sendiri.  berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Pradiyanti 

yakni: 

“Pedoman yang digunakan dalam penyusun perda berasal 

dari eksekutif dan berpedoman pada aturan yang lebih tinggi 

seperti UU, PP.” 

 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Galuh 

Pradiyanti terdapat proses dan pedoman yang digunakan dalam 

menyusun dan menetapkan Raperda adalah: 

“Pihak eksekutif mengajukan Raperda kepada DPRD 

kemudian di DPRD Raperda yang diajukan akan disesuaikan dengan 

komisi yang membidangi raperda yang diajukan. Dan dilakukan 

penjaringan aspirasi oleh DPRD kepada masyarakat untuk di sesuai 

kan dengan raperda yang akan ditetapkan. Pedoman yang digunakan 

dalam penetapan raperda menjadi perda yakni Mengacu pada aturan 

tertinggi yaitu UU dan PP”  

  



Apabila dianalisis dari hasil wawancara dengan kedua anggota 

legislatif perempuan tidak disebutkan secara spesifik pedoman yang 

digunakan dalam pembuatan maupun proses penyusunan Perda. 

Namun, berdasarkan hasil temuan peneliti dengan staf yang ada di 

DPRD Kabupaten Lombok Utara pedoman yang digunakan secara 

umum  dalam pembuatan dan penetapan Perda di yaitu PP Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah 

Pedoman tersebut di gunakan oleh DPRD secara keseluruhan 

baik itu oleh anggota DPRD laki-laki maupun anggota DPRD 

perempuan di Kabupaten Lombok Utara. Dalam menjalankan fungsi 

legislatif yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPRD 

Kabupaten Lombok Utara memiliki tanggung jawab yang sama dalam 

menjalankan 3 fungsi DPRD tersebut baik itu, DPRD perempuan dan 

DPRD laki-laki.   

Dalam menyerap aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten 

Lombok Utara melakukan berbagai strategi khususnya DPRD 

Perempuan yakni dengan reses yang dilakukan 4 bulan sekali, 

kunjungan komisi, dan kunjungan pribadi.  

Cara ini dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui 

permasalahan yang ada di masyarakat, keinginan masyarakat, dan 



kebutuhan masyarakat. Setelah dilakukan reses, kunjungan tersebut 

akan disampaikan kepada kepala daerah untuk tetapkan menjadi 

Peraturan Daerah pada sidang paripura dan disesuaikan dengan skala 

prioritas dan APBD. 

Peraturan Daerah dapat diajukan berasal dari inisiatif DPRD 

dan pemda. Untuk Perda inisiatif  DPRD memang tidak harus 

dilakukan. Kecuali, terdapat persoalan-persoalan yang harus di atur 

dan tidak terakomodir oleh SKPD. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama dua anggota legislatif 

perempuan terkait pernah atau tidaknya mengajukan Raperda 

berdasarkan inisiatif DPRD mengatakan belum pernah mengajukan 

raperda inisiatif. Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni 

Wyn Sri Pradiyanti: 

“DPRD belum pernah mengajukan Raperda berdasrkan 

inisiatif DPRD” 

Begitu juga wawancara dengan Ibu Galuh Nurdiyah ketika 

ditanyakan terkait raperda inisiatif. Sementara itu, berdasarkan 

wawancara dengan Pak Ardianto, Anggota DPRD KLU (Kabupaten 

Lombok Utara) yakni: 

“Raperda tentang Pengelolaan Pengawasan Hutan dan Raperda 

tentang Pengawasan Hutan adat. Dua Raperda yang diajukan hampir 

selesai dibahas tinggal masuk paripurna. Namun, muncul ketentuan 

baru tentang Kewenangan pengelolaan Kehutanan sehingga dua 

Raprda tersebut dicabut kembali dan tidak dilanjutkan. Hingga  saat 

ini DPRD Kabupaten Lombok Utara belum mengajukan lagi Perda 

inisiatif karena hampir seluruh raperda yang diajukan oleh pihak 



eksekutif dalam hal ini SKPD sudah mengakomodir kebutuhan dan 

keinginan masyarakat.”  

Apabila dibandingkan hasil wawancara antara salah satu 

DPRD laki-laki dengan DPRD perempuan memiliki jawaban yang 

berbeda. Hal ini dapat menjadi tolak ukur anggota legislatif 

perempuan mengenai keseriusan dan pengetahuan dalam menjalankan 

fungsi legislasi karena apabila dilihat dari jumlah raperda inisiatif 

DPRD tidaklah banyak meskipun raperda inisiatif tersebut tidak di 

tetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, setidaknya DPRD 

Kabupaten Lombok Utara pernah mengajukan hak sebagai anggota 

DPRD yakni hak inisiatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adapun proses penetapan PERDA oleh pihak legislatif dan 

eksekutif di DPRD Kabupaten Lombok Utara yaitu : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: sekertariat DPRD, Kabupaten Lombok Utara. 

 

 

Rapat paripurna: 

Penyampaian laporan pansus 

Penyampaian Raperda 

Oleh Eksekutif 

rapat paripurna oleh gabungan 

komisi atau pansus terhadap 

raperda yang disusulkan 

Laporan hasil kerja 

Baleg dalam rapat 

paripurna (prioritas) 

persiapan tindak lanjut/ tindak 

lanjut dengan rapat Bamus 

untuk menyusun jadwal  

Rapat paripurna: 

penyampaian pengantar 

raperda oleh Pemda 

Kegiatan fraksi-fraksi 

dalam menyusun 

pandangan umum fraksi 

Penyampaian pandangan 

umum fraksi 

kegiatan pemda dalam 

menyusun jawaban pemda 

atas pandangan umum 

fraksi-fraksi DPRD 

Rapat paripurna: 

 Jawaban pemerintah atas 

pandangan umum fraksi-fraksi 

 Pembentukan pansus DPRD 

Kegiatan pansus 

dalam membahas 

Raperda 

Rapat paripurna: 

 Laporan pansus 

 Persetujuan bersama 

 Pembubaran pansus 

 Pendpat akhir kepala 

daerah 

Evaluasi  

Gubernur  

 

Pembahasan hasil 

evaluasi Gubernur oleh 

BALEG 

 Keputusan DPRD bersifat 

final dan disampaikan 

melalui rapat paripurna 

yang tidak khusus untuk itu 



Untuk mengukur kualitas Peraturan daerah yang dihasilkan DPRD 

Perempuan Kabupaten Lombok Utara menggunakan tolak ukur dengan 

cara melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dari Perda yang telah 

ditetapkan. Apabila Perda yang telah dilaksanakan dengan baik oleh unit 

pelaksana atau pihak eksekutif, sesuai dengan anggaran yang telah 

dikeluarkan dengan hasil kerja dari pelaksanaan kebijakan, maka kualitas 

perda dapat dikatakan baik.  

Sebaliknya, apabila pelaksanaan dari kebijakan yang telah 

ditetapkan tidak baik artinya terdapat penyimpangan dilapangan dan tidak 

sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini menandakan kualitas 

Perda yang tidak baik. Selain itu, Perda dikatakan baik apabila sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, karena salah satu tujuan 

untuk ditetapkan sebuah Perda adalah untuk meningkatkan kesejahtraan 

hidup masyarakat.  

Dalam penetapan raperda menjadi Perda oleh DPRD kabupaten 

Lombok Utara dilakukan secara bersama-sama atau bersifat kolektif 

kolegial artinya berkerja bersama-sama dengan maksud dan tujuan yang 

sama. Berdasarkan hasil wawancara bersama dua anggota legislatif 

perempuan terkait jumlah Perda yang mampu ditetapkan oleh DPRD 

selama menjabat sebagai anggota legislatif yakni 14 hingga 16 Perda.  

Namun berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perda secara 

keseluruhan selama ini yakni 36 Perda dari tahun 2014-Oktober 2016. Hal 



ini tentu tidak sesuai dengan yang apa yang telah diungkapkan dua 

anggota legislatif perempuan yang mengatakan bahwa jumlah perda 

selama menjabat 14 hingga 16 perda yang mampu ditetapkan. Sedangkan, 

berdasarkan data yang ada jumlah perda yang telah ditetapkan 36 perda. 

hal ini tentu menjadi penilaian terhadap kinerja dua DPRD perempuan 

dalam menguasai tugas dan fungsi yang dijalankan. Berikut jumlah  perda 

yang telah dihasilkan oleh DPRD kabupaten Lombok utara yaitu: 

 Tabel 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014. 

NO. Nama Peraturan daerah Ditetapkan  

1. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

7 Mei 2014 

2. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 7 Mei 2014 

3. Izin Usaha Jasa Konstruksi 3 Juli 2014 

4. Penyelenggaraan Izin Reklame 3 Juli 2014 

5. Retribusi Pelayanan Pendidikan Di RSUD Kab. 

Lombok Utara 

4 Agustus 2014 

6. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing 

4 Agustus 2014 

7. Penyertaan Modal Pemda Kab. Lombok Utara Pada 

Perusahaan Terbatas BANK. NTB 

8 Agustus 2014 

8. Penyertaan Modal Pemda Kab. Lombok Utara Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lombok Utara 

8 Agustus 2014 

9. Pertanggungjawaban Pelaksaanaan APBD Tahun 

Anggaran 2013 

6 September 2014 

10. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 

9 Oktober 2014 

11. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupten Lombok Utara 

10 November 

2014 

12. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 10 November 

2014 

13 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 31 Desember 



Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 2014 

 Sumber: sekertariat DPRD Kabupaten Lombok Utara 

Tabel 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2015 

No.  Nama Peraturan Daerah Ditetapkan 

1. Penyelenggaraan Ketertiban umum 25 Februari 2015 

2. Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah 

27 Februari 2015 

3. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 28 Mei 2015 

4. Pengelolaan Uang Daerah 28 Mei 2015 

5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Lombok 

Utara pada Perusahaan Terbatas BANK. NTB 

28 Juli 2015 

6. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2014 

28 juli 2015 

7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 

14 September 

2015 

8. Perubahan atas Peraturan Daerah KLU Nomor 3 

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 

14 September 

2015 

9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 

2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Minuman Beralkohol 

6 Oktober 2015 

10. Bangunan Gedung 4 November 2015 

11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lombok Utara pada PDAM KLU 

4 November 2015 

12. APBD KLU Tahun Anggaran 2016 30 Desember 

2015 

 Sumber: Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Lombok Utara 

Tabel 25. Peraturan Daerah Kabupaten lombok Utara tahun 2016 

No. Nama Peraturan Daerah Ditetapkan 

1. Pembangunan Menara telekomunikasi 15 januari 2016 

2. Penggarusutamaan Gender 15 januari 2016 

3. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup 

Daerah 

22 februari 2016 

4. Perubahan Ats Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 

Utara Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal 

25 Februari 2016 



 Sumber: Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Lombok Utara 

Pada tahun 2013 perda yang berhasil ditetapkan oleh DPRD 

Kabupaten Lombok Utara berjumlah 13 Peraturan Daerah dari 30 

Rancangan Peraturan daerah yang diajukan pihak eksekutif. 

Sedangkan, pada tahun 2015 jumlah Perda yang di tetapkan yakni 

12 Peraturan Daerah. Dari tabel diatas, menandakan bahwa terjadi 

penurunan  jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun  2015.  

Namun, pada tahun 2016 DPRD Kabupaten Lombok Utara 

berhasil menetapkan Peraturan daerah dengan jumlah yang cukup 

banyak yakni 11 peraturan daerah. Kesebelas Peraturan daerah ini 

terakhir dtetapkan pada bulan oktober 2016 kemungkinan jumlah 

perda akan meningkat hingga akhir tahun 2016. Apabila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2014 pada bulan 

juli, agustus, september oktober hanya 10 buah Perda yang mampu 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara pada 

Perusahaan Terbatas BANK NTB 

5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten 

lombok Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Lombok Utara 

25 Februari 2016 

6. Pembentukan organisasi dan Tata Kerja RSUD KLU 30  Maret 2016 

7. Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD KLU 

16  Mei 2016 

8. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi 20 Juni 2016 

9. Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah tahun 2015 

18 Agustus 2016 

10.  Rencana pembangunab jangka menengah daerah 23 agustus 2016 

11. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) tahun 2016 

18 oktober 2016 



ditetapkan. Sedangkan, pada tahun 2015 bulan oktober mampu 

menghasilkan 9 buah Perda. 

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan jumlah Raperda dan 

Perda yang ditetapkan pada tahun 2014-2016 yaitu: 

Tabel 26.Jumlah Raperda dan Perda yang di Tetapkan 

No. Tahun  Jumlah Raperda Perda  

1. 2014 30 13 

2. 2015 - 12 

3. 2016 27 11 

Diolah dari berbagai sumber: Bagian Hukum dan Organisasi Setda 

Kabupaten Lombok Utara dan hasil wawancara. 

Dari paparan diatas, dapat diketahui peran DPRD Kabupaten 

Lombok utara secara keseluruhan dalam menjalankan fungsi legislasi 

tidak stabil artinya perda yang berhasil ditetapkan oleh DPRD 

Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2015 mengalami penurunan satu 

angka dari tahun sebelumnya yakni 2014 berjumlah 13 Perda dan 2015 

berjumlah 12. Sedangkan, pada tahun 2016 mengalami peningkatan 

apabila dilihat dari jumlah perda yang ditetapkan berdasarkan bulan di 

tetapkanya perda. 

Disamping itu, jumlah raperda yang telah diajukan pada tahun 

2014 30 Raperda dan yang berhasil ditetapkan menjadi hanya 13. 

Jumlah ini sangat sedikit apabila dilihat dari jumlah pengajuan raperda 

yang tidak sedikit bahkan tidak ada setengah dari raperda yang yang 



mampu di tetapkan. Selain itu, raperda yang belum mampu ditetapkan 

akan dibahas pada tahun berikutnya. 

1.1.2 Keselarasan Perda dengan Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat 

Dalam menyerap aspirasi masyarakat DPRD Kabupaten 

Lombok Utara khususnya DPRD perempuan melakukan berbagai 

macam strategi yakni salah satunya adalah reses yag dilakukan 4 bulan 

sekali, kunjungan lapangan berdasarkan Daerah pemilihan (Dapil), dan 

kunjungan pribadi. Dengan melakukan reses dan kujungan tersebut 

dapat diketahui permasalahan yang ada dimasyarakat. Kemudian pada 

saat, eksekutif mengajukan Raperda dapat disesuaikan dengan temuan-

temuan yang ada dilapangan untuk dijadikan skala prioritas. 

Berikut Reses yang dilakukan oleh DPRD Perempuan bersama 

Anggota DPRD yang lain: 

Tabel 27. Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Lombok Utara tahun 2014  

No. Hari/Tanggal Kegiatan Jumlah Hari 

1. Senin, 3 s/d 

Kamis, 6 Maret 

2014 

RESES Anggota DPRD 

KLU Masa Sidang I  

4 hari 

2. Rabu 26  s/d 28 

November 2014 

Reses anggota DPRD KLU 

Masa Sidang III 

3 hari  

3. Kamis, 4 s/d 

Rabu, 3 

Desember 2014 

Reses  3 hari  

Sumber: Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Lombok Utara 



Pada proses penyerapan aspirasi masyrakat DPRD Kabupaten 

Lombok Utara khususnya Anggota legislatif perempuan melakukan 

reses dan kunjungan lapangan Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Galuh Nurdiyah yaitu: 

“Dengan melakukan kunjungan kemasyarakat, kunjungan 

dilakukan berdasarkan dapil masing-masing. Kemudian hasil 

kunjungan, akan disampaikan dalam rapat bersama kepala daerah dan 

DPRD sehingga terdapat program-program seperti, dibentuknya 

kelompok-kelompok ternak, karena peternakan merupakan salah satu 

sumber mata pencaharian utama masyarakat” 

Sedangkan, hasil wawancara dengan Sri Pradiyanti mengatakan 

bahwa: 

“Reses, berkunjung, langsung ke lokasi dan masing-masing 

dapil, dari hasil berkunjung dan reses akan disampaikan kepada 

disampaikan kepada kepala daerah untuk disesuaikan dengan APBD  

untuk dijadikan sebagai skala prioritas dalam menjalankan program 

atau dalam perda yang akan ditetapkan. Reses dilakukan 4 bulan sekali” 

 Sebagai pemangku kebijakan, dalam penyusunan peraturan 

daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan memberikan 

sumbangan ide dan gagasan sesaui dengan apa yang telah ditemukan 

dilapangan atau melalui kunjungan dan reses untuk dijadikan sebagai 

skala prioritas dalam penetapan perda.  

Dengan adanya keterwakilan perempuan di lembaga DPRD 

Kabupaten Lombok Utara di harapakan mampu mewakili aspirasi dari 

kaumnya. Tatapi, apabila dilihat dari hasil wawancara ketika 

menanayakan masalah terkait permasalahan perempuan yang ada di 

Kabupaten Lombok Utara. kedua anggota legislatif perempuan justru 



tidak mengetahui permasalahan-permasalahan perempuan yang ada di 

Kabupaten Lombok Utara. 

Meskipun, sudah ada UU No. 2 tahun 2016 tentang 

Penggarusutamaan Gender. Berikut hasil wawancara dengan Pak 

Ardianto yaitu: 

“di daerah KLU. Peraturan daerah no 2 tahun 2016 ttg 

penggarus utamaan gender ingin menempatkan perempuan pada setiap 

ruang untuk memiliki ruang yang sama seperti maunya perpres dan 

permendagri, sehingga point dari perda itu bahwa pengakuan gender, 

pengakuan kesetaraan hak diaharaokan  dilaksanakn secara terpoganisir, 

terpadu disemua SKPD sehingga perda itu mengamanatkan supaya di 

seluruh SKPD penganggarannya  supaya pro, terakomodir kepentingan-

kepentingan perempuan.” 

dari hasil wawancara tentang Perda penggarusutamaan gender di 

Kabupaten Lombok Utara apabila dilihat dari substansi daripada Perda 

tersebut belum mengakomodir secara keseluruhan terkait permasalahan 

yang ada di Kabupaten Lombok Utara seperti jumlah TKW, Pernikahan 

usia dini, jumlah janda di KLU, masih rendahnya tingkat pendidikan. 

Sehingga, keberadaan perempuan di DPRD sangat dibutuhkan untuk 

mewakili kaum perempuan  itu sendiri. 

1.1.3 Tingkat Kehadiran dalam Rapat Paripurna Raperda dan 

Penetapan Perda 

Untuk mengetahui keaktifan DPRD Perempuan Kabupaten 

Lombok Utara dalam pengambilan keputusan, termasuk peran dalam 

menajalan kan tugas utama DPRD selaku legislator dapat dinilai dari 

keaktifan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dapat dinilai 



dari kehadiran rapat paripurna dalam pembahasan hingga penetapan 

perda. Disamping itu, penilaian melalui kehadiran rapat juga dapat 

menilai sejauhmana DPRD perempuan bertangggung jawab dalam 

menyampaikan aspirasi rakyat di parlemen melalui rapat-rapat 

pembahasan perda yang seharusnya didalam perda tersebut 

menyinggung tentang aspirasi, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. 

Berikut daftar hadir DPRD perempuan dalam pembahasan 

hingga penetapan Perda tahun 2015- 2016 yaitu: 



Tabel 28. Daftar Hadir dua DPRD Perempuan dalam Pembahasan hingga Penetapan Perda Tahun 2015-2016 

No 

.  

PARIPURNA  Tanggal Ni Wyn Sri 

Pradiyanti 

Galuh Nurdiyah  

1 Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap penjelasan kepala 

daerah tentang 2 buah raperda yaitu:  

1. Raperda penyelenggaraan ketertiban umum  

2. Raperda tata cara tuntutan ganti kerugian daerah 

Selasa, 13 

Januari 2015 

Tidak hadir  Hadir  

2 Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap penjelasan kepala 

daerah tentang 2 buah raperda yaitu:  

1. Raperda penyelenggaraan ketertiban umum  

2. Raperda tata cara tuntutan ganti kerugian daerah 

Rabu, 14 

januari 2015 

Tidak hadir  Hadir  

3 Paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap dua buah raperda yaitu 

1. Raperda penyelenggraan ketertiban umum 

2. Raperda tata ccara tuntutan ganti kerugian daerah 

Senin, 2 

februari 2015 

Hadir  Hadir  

4 Paripurna pnjelasan kepada kepala daerah terhadap 3 buah raperda, yaitu: 

1. Raperda perubahan perda no. 3 tahun 2010 tentang pajak daerah 

2. Raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah  

3. Raperda pengelolaan keuangan daerah 

Senin, 16 

februari 2015 

Hadir  Hadir  

5 Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap 3 buah raperda, yaitu: 

1. Raperda perubahan perda no. 3 tahun 2010 tentang pajak daerah 

2. Raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah  

3. Raperda pengelolaan keuangan daerah 

Selasa, 17 

februari 2015 

Hadir  Hadir  

6 Paripurna jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan 

terhadap 3 buah raperda, yaitu: 

Rabu, 18 

februari 2015 

Tidak hadir  Hadir  



1. Raperda perubahan perda no. 3 tahun 2010 tentang pajak daerah 

2. Raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah  

3. Raperda pengelolaan keuangan daerah 

7 Paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap 3 buah raperda, yaitu: 

1. Raperda perubahan perda no. 3 tahun 2010 tentang pajak daerah 

2. Raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah  

3. Raperda pengelolaan keuangan daerah 

Senin, 16 maret 

2015 

Hadir  Hadir  

8 Rapat paripurna penjelasan kepala daerah terhadap dua buah raperda yaitu: 

1. Raperda perubahan perda no. 11 tahun 2014 tentang pengendalian dan 

pengawsan minuman beralkohol 

2. Raperda bangunan gedung 

24 agustus 2015 Hadir  Hadir  

9 Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan kepala daerah 

terhadap dua buah raperda yaitu: 

1. Raperda perubahan perda no. 11 tahun 2014 tentang pengendalian dan 

pengawsan minuman beralkohol 

2. Raperda bangunan gedung 

Selasa, 25 

agustus 2015 

Tidak hadir  Hadir  

10 Rapat paripurna tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi 

dewan terhadap dua buah raperda yaitu: 

1. Raperda perubahan perda no. 11 tahun 2014 tentang pengendalian dan 

pengawsan minuman beralkohol 

2. Raperda bangunan gedung 

 Tidak hadir  Hadir  

11 Rapat paripurna penjelasan kepala daerah terhadap raperda penyertaan modal pada 

perusahaan air minum (PDAM) KLU 

Senin, 12 

oktober 2015 

Tidak hadir  Hadir  

12 Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap raperda 

penyertaan modal pada perusahaan air minum (PDAM) KLU 

Selasm 13 

oktober 2015 

Tidak hadir  Hadir  

13 Rapat paripurna jawaban kepala daerah terhdap pandnagan umum fraksi-fraksi  Hadir  Hadir  



dewan terhadap raperda penyertaan modal pada perusahaan air minum (PDAM) 

KLU 

14. Paripurna pengumuman usulan calon pengganti pimpinan DPRD KLU Selasa, 27 

oktober 2015 

Tidak hadir hadir 

15. Paripurna pendapat akhir fraksi dewan terhadap dua raperda penyertaan modal 

pada PDAM dan raperda bangunan gedung 

Rabu, 28 

oktober 2015 

Tidak hadir hadir 

16. Rapat paripurna laporan badan legislasi dan penetapan program legislasi daerah 

KLU 

Rapat paripurna penjelasan kepala daerah terhadao 3 buah raperda yaitu: 

1. Raperda menara telekomunikasi 

2. Raperda pengelolaan lingkungan hidup 

3. Raperda penggarusutaamaan gender 

Senin, 14 

desember 2016 

Hadir  Hadir  

17.  Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadao 3 buah raperda 

yaitu: 

1. Raperda menara telekomunikasi 

2. Raperda pengelolaan lingkungan hidup 

3. Raperda penggarusutaamaan gender 

15 desember 

2015 

Hadir  Hadir  

18  Rapat paripurna jawaban kepala daerah terhadao 3 buah raperda yaitu: 

1. Raperda menara telekomunikasi 

2. Raperda pengelolaan lingkungan hidup 

3. Raperda penggarusutaamaan gender 

23 desember 

2015 

Tidak hadir Tidak hadir  

19. Paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadaap 3 buah raperda yaitu: 

1. Raperda penyelenggaraan menara telekomunikasi 

2. Raperda pengelolaan lingkungan hidup 

3. Raperda penggarustamaan gender 

Selasa, 5 januari 

2016 

Hadir  Hadir  

20.  Rapat paripurna penjelasan kepala daerah terhadap 5 buah raperda yaitu: Senin, 18 Hadir  Hadir  



1. Raperda penyertaan modal pada PDAM KLU 

2. Raperda penyertaan modal pada PT. Bank NTB 

3. Raperda cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa 

4. Raperda pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD KLU  

5. Raperda pencabutan atas perda no. 10 tahun 2015 tentang retribusi jasa 

pelayanan kesehatan di RSUD KLU 

januari 2016 

21. Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap 5 buah raperda 

yaitu: 

1. Raperda penyertaan modal pada PDAM KLU 

2. Raperda penyertaan modal pada PT. Bank NTB 

3. Raperda cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa 

4. Raperda pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD KLU  

5. Raperda pencabutan atas perda no. 10 tahun 2015 tentang retribusi jasa 

pelayanan kesehatan di RSUD KLU 

Selasa, 19 

januari 2016 

Hadir  Hadir  

22.  Rapat paripurna jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi 

terhadap 5 buah raperda yaitu: 

1. Raperda penyertaan modal pada PDAM KLU 

2. Raperda penyertaan modal pada PT. Bank NTB 

3. Raperda cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa 

4. Raperda pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD KLU  

5. Raperda pencabutan atas perda no. 10 tahun 2015 tentang retribusi jasa 

pelayanan kesehatan di RSUD KLU 

Rabu, 20 

januari 

Hadir  Hadir  

23. Rapat paripurna istimewa pengumuman tentang hasil penetapan pasangan calon 

bupati dan wakil bupati KLU terpilih 

Selasa, 2 

februari 2016 

Hadir  Hadir  

24.  Paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi dewan terhadap 4 buah raperda 16 februari 

2016 

Hadir  Hadir  

25. Paripurna pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi dewan terhadap perubahan tertib Kamis, 10 Hadir  Hadir  



dan kode etik DPRD Kabupaten Lombok utara maret 2016 

26. Paripurna penjelasan kepala daerah terhadap dua buah raperda yaitu: 

1. Raperda kawasan tanpa rokok 

2. Raperda pengelolaan sistem irigasi 

Senin, 16 mei 

2016 

Hadir  Hadir  

27. Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap dua buah raperda yaitu: 

1. Raperda kawasan tanpa rokok 

2. Raperda pengelolaan sistem irigasi 

Selasa, 17 mei 

2016 

Hadir Hadir  

28. Paripurna jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraskis 

terhadap dua buah raperda yaitu: 

1. Raperda kawasan tanpa rokok 

2. Raperda pengelolaan sistem irigasi 

Rabu, 18 mei 

2016 

Hadir  Hadir  

29. Paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap dua buah raperda yaitu: 

1. Raperda kawasan tanpa rokok 

2. Raperda pengelolaan sistem irigasi 

Kamis, 2 juni 

2016 

hadir  hadir  

30. Paripurna penjelasan KHD terhadap RPJMD tahun 2016-2021 dan penjelasan 

terhadap 2 buah raperda  

Senin, 8 agustus 

2016 

Tidak hadir  Hadir  

31.  Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap KHD terhadap RPJMD 

tahun 2016-2021 dan penjelasan terhadap 2 buah raperd 

Selasa, 9 

agustus 2016  

Tidak hadir  Hadir  

32.   Paripurna jawaban/ tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi 

KHD terhadap RPJMD tahun 2016-2021 dan penjelasan terhadap 2 buah raperda 

Rabu, 10 

agustus 2016 

Tidak hadir  Hadir  

33 Rapat Paripurna Persetujuan Pembentukan, Pemilihan dan Pengumuman 

Keanggotaan dari Pimpinan 3 Pansus terhadap 3 buah Raperda, yaitu : 

1. Raperda Menara Telekomunikasi 

2. Raperda Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3. Raperda Pengarustamaan Gender 

Selasa, 15 

Desember 2015 

Tidak hadir hadir 

34 1. Paripurna pengumuman Usulan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Selasa, 27 Tidak hadir Hadir  



Lombok Utara 

2. Paripurna Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Utara terdapat 

2 buah Raperda 

Paripurna Penjelasan Kepala Daerah terhadap Nota Keunagan APBD Tahun 2016 

Oktober 2015 

35 Paripurna Pembentukan Pansus DPRD Kamis, 15 

Oktober 2015 

Tidak hadir Tidak hadir 

36 Paripurna Intern Pembentukan Pansus terhadap 2 buah Raperda, yaitu : 

1. Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok 

2. Raperda Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 

Rabu, 18 mei 

2016 

Hadir  Hadir  

37 Rapat Paripurna Laporan Pansus terhadap 2 buah Raperda, yaitu :  

1. Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok 

2. Raperda Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 

Rabu, 1 juni 

2016 

Tidak hadir  Tidak hadir 

38 Paripurna Intern Pembentukan Pansus terhadap RPJMD Tahun 2016 - 2021 Rabu, 10 

agustus 2016 

Tidak hadir hadir 

39 Paripurna Laporan Gabungan Pansus dan Pendapat Akhir Gabungan Fraksi 

Dewan terhadap RPJMD Tahun 2016 – 2021 

Senin, 15 

agustus 2016 

Hadir  Hadir 

40 Rapat Paripurna pembentukan Pansus terhadap 4 buah Raperda, yaitu :  

1. Raperda penyertaan modal pada PT. Bank NTB 

2. Raperda penyertaan modal pada PDAM KLU 

3. Raperda pembentukan Organisasi & Tata Kerja RSUD KLU 

4. Raperda tentang pencabutan atas Perda No : 10 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD KLU 

Kamis, 21 

ianuari 2016 

Tidak hadir Hadir  

Data diolah dari berbagai sumber: risalah sidang DPRD KLU 

  



 



dapat dinilai keterlibatan dalam proses legislasi yang 

dilaksanakan. Apabila dilihat tingkat kehadiran Ibu Ni Wyn sri 

Pradiyanti lebih banyak tidak hadir daripada kehadiran ketika rapat-

rapat dari 40 rapat hanya menghadiri 15 kali rapat. Tanpa keterangan, 

padahal ketika melakukan wawancara beliau mengatakan bahwa 

didalam setiap rapat tidak pernah absen terkecuali sakit. Tetapi melihat 

daftar hadir yang telah diperoleh berbanding terbalik dari apa yang telah 

di katakan. 

Sedangkan, tingkat kehadiran Ibu galuh Nurdiyah dalam rapat 

hanya satu kali tidak hadir dalam rapat. Maka, dapat disimpulkan 

bahwa ibu Galuh Nurdiyah ikut terlibat dalam menjalankan fungsinya 

sebagai legislator yakni ditandai dengan tingkat kehadiran dalam rapat 

penyusunan maupun penetapan Raperda menjadi Perda.  

disamping itu, jarangnya dua anggota legislatif perempuan 

muncul pada media mengemukakan pendapat mengenai berbagai hal 

terkait permasalahan daerah maupun dalam pelaksanaan fungsi DPRD 

dan memberi tanggapan terhadap kritikan-kritikan yang diberikan oleh 

masyarakat terhadap lembaga DPRD Kabupaten Lombok Utara. 

pada 15 agustus 2016 adanya aksi demonstrasi yang 

dikoordinasikan oleh Marianto terkait hasil kunjungan kerja luar 

DPRD ke daerah dan dilaporkannya salah seorang masyarakat ke 

polisi  dengan alasan pencemaran nama baik. Selain itu, dalam 



demonstrasi tersebut juga menyampaikan kecewa terhadap kinerja 

DPRD karena hasil perda yang ditetapkan pada tahun 2016 baru 11 

yang mampu ditetapkan dari 27 raperda (http://lombokfm.com).  

Disamping itu, pada 22 agustus 2016 sebanyak 150 orang lebih 

massa dari LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) 

melakukan hearing ke kantor DPRD untuk menuntut penyelesaian 

sejumlah kasus yang terjadi akibat kebijakan Pemda yakni kasus 

dugaann penyelewengan dana bansos 2015. Saat orasi tersebut 

perwakilan LSM ditanggapi oleh Ketua Komisi 1 DPRD, Ardianto 

terhadap beberapa hal yang disampaikan oleh LSM tersebut 

(http://ntbterkini.com).  

Diatas merupakan sebagaian kecil dari kritikan masyarakat 

terhadap kinerja DPRD secara keseluruhan. Seharusnya tidaknya 

anggota DPRD laki-laki saja yang memberikan tanggapan terkait 

demonstrasi tersebut tetapi DPRD perempuan juga seharusnya ikut 

dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat. 

http://lombokfm.com/
http://ntbterkini.com/


1.2  Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi 

Anggaran  

1.2.1 Proses Penyusunan APBD  

Fungsi anggaran merupakan Fungsi DPRD bersama pemerintah 

Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk 

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. APBD merupakan 

penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah dan juga mencerminkan program kegiatan tahunan pemerintah 

daerah.  Berikut hasil wawancara dengan Ibu Ni Wyn Sri Pradiyanti 

tentang peroses penyusunan dan penetapan APBD yaitu: 

“Proses penyusunan APBD pada umumnya, dimulai dari 

pertama penyampaian dok umen KUA- PPAS (Kebijakan Umum 

Anggaran- Pedoman Pelapon Anggaran Sementara) oleh pihak 

eksekutif. Kemudian apabila KUA- PPAS telah disetujui oleh DPRD 

dan pihak eksekutif baru kemudian dibuat rancangan anggaran. 

Pedoman yang kita gunakan dalam melakukan penyusunan APBD ini 

adalah Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah”. 

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Galuh Nurdiyah terkait 

proses penyusunan APBD yaitu: 

“Dalam hal ini DPRD hanya membahas dan Kepala daerah 

yang menyusun. Apabila tidak sesuai dengan kondisi dimasyarakat 

maka anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah daerah dapat 

dikoreksi oleh DPRD. Terkait strukrtur APBD yang ada Di Kabupaten 

Lombok Utara harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pedoman 

yang digunakan untuk penyusunan APBD adalah presentase antara 

belanja aparatur dan masyarakat. Sebesar 60 % untuk belanja 

masyarakat dan 40% untuk belanja aparatur”. 

 



Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, 

mengingat makna  Pentingnya (Kartiwa: 13) sebagai berikut: 

 APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi 

distribusi, &fungsi stabilisasi); 

 APBD sebagai fungsi investasi daerah; 

 APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi 

perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).  

Berkaitan dengan fungsi anggaran DPRD merupakan 

pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja 

pemerintahan dan pembangunan. Penyusunan program ini harus 

mengacu pada kebutuhan masyarakat. Sehingga, dalam hal APBD harus 

lebih berkiblat kepada belanja masyarakat dan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan skala prioritas. 



Berikut akan dijelaskan proses penyusunan APBD Oleh DPRD Kabupaten 

Lombok Utara yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: sekertariat DPRD, Kabupaten Lombok Utara. 

Penyampaian dokumen KUA-

PPAS oleh eksekutif 

Rapat paripurna: 

penyampaian 

pengantar KUA-PPAS 
Pembahasan oleh badan 

anggaran bersama TAPD 

Rapat paripurna: 

 Laporan badan anggaran 

 Penandatanganan nota 

kesepakatan bersama KUA-PPAS 

Penyerahan dokumen nota keuangan 

dan RAPBD oleh PEMDA 

Rapat paripurna: 

Penyampaian 

Nota keungan dan 

RAPBD Raperda 

APBD 

Rapat paripurna: 

Pandangan umum 

fraksi-fraksi 

Rapat paripurna: 

 Jawaban pemerintah 

 Pembentukan gabungan 

komisi 

Pembahasan oleh masing-

masing komisi sesuai 

dengan leading sektor 

Sinkronisasi oleh 

gabungan komisi 

Rapat paripurna: 

 Laporan gabungan komisi 

 Persetujuan bersama 
Ranperda APBD 

 Pendapat akhir kepala daerah 

Evaluasi 

Gubernur 

Pembahasan hasil 

evaluasi Gubernur 

oleh banggar 

dengan TAPD 

Keputusan pimpinan DPRD 

bersifat final dan disampaikan 

melalui rapat paripurna yang 

tidak khusus untuk itu 



 

1.1.1. Tingkat Kehadiran Rapat Pembahasan Anggaran 

Tabel 29. Daftar Hadir Dua DPRD Perempuan Dalam Rapat Pembahasan Anggaran 

No Rapat Anggaran Tanggal Ni Wyn Sri Pradiyanti Galuh Nurdyah 

1 Paripurna Penjelasan Kepala Daerah terhadap KUA-PPAS Perubahan 

Tahun Anggaran 2015 dan jawaban Kepala Daerah terhaddap Raperda 

penyertaan Modal PT. BANK NTB serta paripurna pengUmuman 

pemberhentian usulan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati masa jabatan 

2010 – 2015 

Senin, 29 Juni 2015 Tidak Hadir Hadir 

2 Paripurna pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap penjelasan 

Kepala Daerah terhadap KUA - PPAS Perubahan Tahun 2015 
Selasa, 30 Juni 

2015 
Tidak Hadir Hadir 

3 Rapat Paripurna jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum 

Fraksi-Fraksi Dewan KUA - PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 Rabu, 1 Juli 2015  Tidak Hadir Tidak Hadir 

4 Paripurna Penjelasan Kepala Daerah terhadap RAPBD-P Tahun 2015 
Jumat, 24 Juli 2015 Tidak Hadir  Hadir 

5 Paripurna pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap penjelasan 

Kepala Daerah terhadap RAPBD-P Tahun Anggaran 2015 Senin, 27 Juli 2015 Hadir  Hadir  



6 Paripurna jawaban/tanggapan Kepala Daerah terhadap Pandangan 

Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap RAPBD-P Tahun Anggaran 2015 
Selasa, 28 Juli 

2015 
Hadir Hadir 

7 Paripurna laporan Badan Anggaran DPRD KLU terhadap RAPBD 

Perubahan Tahun Anggaran 2015 
Rabu, 12 Agustus 

2015 
Hadir Hadir 

8 Paripurna pendapat akhir Fraksi-Fraksi Dewan terhadap RAPBD 

Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan Paripurna Penjelasan Kepala 

Daerah terhadap KUA-PPAS APBD Tahun 2016 

Kamis, 13 Agustus 

2015 
Tidak Hadir  Hadir 

9 Rapat Paripurna jawaban/tanggapan Kepala Daerah terhadap Pandangan 

Umum Fraksi-Fraksi Dewan tentang KUA-PPAS APBD Tahun 2016 
Rabu, 9 September 

2015 
Hadir Tidak Hadir  

10 Rapat Paripurna jawaban KDH terhadap Pandangan Umum Fraksi-

Fraksi Dewan tentang KUA-PPAS Tahun 2016 
Rabu, 9 September 

2015 
Tidak Hadir  Hadir 

11 1. Paripurna laporan Badan Anggaran DPRD KLU terhadap KUA-

PPAS APBD Tahun 2016 dan ; 

2. Paripurna Laporan Pansus terhadap 2 buah Raperda yaitu : 

1. Raperda Perubahan Perda No : 11 Tahun 2014 tentang 

pengendalian & pengawasan minuman berakohol 

2. Raperda Banguna Gedung  

Senin, 21 

September 2015 
Hadir Hadir 

12 Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan terhadap KUA-PPAS 

APBD Tahun 2016 dan pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan terhadap 2 

buah Raperda yaitu raperda perubahan Perda No : 11 Tahun 2014 

tentang pengendalian & pengawasan minuman berakohol dan Raperda 

Bangunan Gedung 

Selasa, 22 

September 2015 
Hadir Hadir 



13 Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap 

penjelasan Kepala Daerah tentang KUA-PPAS APBD Tahun 2016 
Selasa, 8 

September 2016 
Hadir Hadir 

14 Rapat Paripurna jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum 

Fraksi-Fraksi Dewan tentang Raperda Penyertaan Modal pada PDAM 

Kabupaten Lombok Utara dan Paripurna Penandatanganan Nota 

kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2016 

Kamis, 15 Oktober 

2015 
Hadir Hadir 

15 1. Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan terhadap 2 buah 

Raperda yaitu Raperda Penyertaan Modal pada PDM KLU dan 

Raperda Bangunan Gedung  

2. Paripurna Penjelasan Kepala Daerah terhadap Nota Keungan 

RAPBD Tahun 2016 

Rabu, 28 Oktober 

2015 
Tidak Hadir Hadir 

16 Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap 

Penjelasan Kepala Daerah terhadap Nota Keungan RAPBD Tahun 2016 
Kamis. 29 Oktober 

2015 
Tidak Hadir Hadir 

17 Rapat Paripurna jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum 

Fraksi-Fraksi Dewan tentang Nota Keungan RAPBD Tahun 2016 
Senin, 2 November 

2015  
Tidak Hadir Hadir 

18 Paripurna laporan Badan Anggaran DPRD KLU terhadap Nota 

Keuangan RAPBD Tahun 2016 
Jumat, 11 

Desember 2015 
Tidak Hadir Hadir 

Diolah dari berbagai sumber: risalah sidang DPRD KLU  

 



daftar hadir dari anggota legislatif perempuan dalam 

menjalankan fungsi anggaran dapat dinilai keterlibatan dalam proses 

legislasi yang dilaksanakan. Apabila dilihat tingkat kehadiran Ibu Ni 

Wyn sri Pradiyanti lebih banyak tidak hadir daripada kehadiran ketika 

rapat-rapat dari 18 rapat hanya menghadiri 8 kali rapat. Tanpa 

keterangan, padahal ketika melakukan wawancara beliau mengatakan 

bahwa didalam setiap rapat tidak pernah absen terkecuali sakit. Tetapi 

melihat daftar hadir yang telah diperoleh berbanding terbalik dari apa 

yang telah di katakan. 

Sedangkan, tingkat kehadiran Ibu galuh Nurdiyah dalam rapat 

hanya enam tidak hadir dalam rapat. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

ibu Galuh Nurdiyah ikut terlibat dalam menjalankan fungsinya sebagai 

legislator yakni ditandai dengan tingkat kehadiran dalam rapat 

penyusunan maupun penetapan APBD.  

Sementara itu keterlibatan dua anggota legislatif perempuan 

dalam pengambilan keputusan pada penentuan APBD menyatakan 

bahwa DPRD hanya membahas dan penyusunan merupakan ranah 

pihak eksekutif. Meskipun DPRD hanya membahas tetapi mengenai 

anggaran atau keuangan daerah merupakan hal yang sangat rentan 

dalam melakukan penyimpangan dari berbagai pihak sehingga penting 

bagi anggota DPRD perempuan lebih memperhatikan hal tersebut. 

Tidak hanya sekedar menjalankan fungsi anggaran tetapi juga 



seharusnya dapat memberi kontribusi kepada daerah melalui fungsi-

fungsi yang telah dijalankan.  



3.1.Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi 

Pengawasan 

3.1.1. Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang menunjang 

kelancaran pelaksanaan program yang sudah ditetapkan oleh pihak 

eksekutif dan legislatif. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan 

terwujudnya keinginan dan tujuan bersama yang dikehendaki. peranan 

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga DPRD sangat penting untuk 

mengetahui proses pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pihak 

eksekutif selaku pelaksana kebijakan.  

Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan oleh DPRD umumnya 

mengawasi Pelaksanaan Perda dan kesesuaian anggaran yang telah 

dikeluarkan untuk pelaksanaan Perda dalam bentuk program yang 

dijalankan oleh masing-masing SKPD. Selain itu, pengawasan juga 

dilakukan untuk melakukan penilaian terkait pelaksanaan tugas dan 

kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. 

Proses pengawasan dilakukan oleh setiap komisi yang ada di 

DPRD Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Pengawasan oleh komisi dilakukan dengan cara rapat bersama 

SKPD dan Komisi terkait untuk menanyakan kinerja, dan mengetahui 

kendala dilapangan. Selain itu, pengawasan oleh komisi dilakukan 

dengan langsung turun ke lapangan untuk melihat pelaksanaan 



kebijakan oleh unit pelaksana atau pihak eksekutif. Apabila ditemukan 

penyimpangan dilapangan maka, pihak yang terkaitpun dipanggil 

untuk mempertanyakan hal tersebut. 

Selain untuk melihat hasil kinerja pihak eksekutif dalam 

menjalankan kebijakan fungsi pengawasan juga menjadi penting untuk 

mencegah tejadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program atau 

tugas sedini mungkin. Pelaksanaan fungsi pengawasan juga 

dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap anggaran yang 

dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Untuk mencegah terjadinya 

penyelewengan dana yang kemungkinan dapat terjadi dilapangan. 

Berikut ini rapat komisi III, yang membidangi Pembangunan 

meliputi fungsi: bidang pembangunan dan kesejahtraan rakyat 

meliputi, pekerjaan umum, tata kota, petamanan, kebersihan, 

pertambangan, dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup, 

ketanagakerjaan, agama, kebudayaan, sosial, kesehatan kependudukan 

dan keluarga berencana, dan transmigrasi, pendidikan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kepemudaan, olahraga, dan peranan 

wanita. yang dilaksanakan dengan SKPD dan Leading Sector: 

Tabel 30. Rapat Intern Komisi III 

No. Pembahasan 

1. Rapat Intern Komisi III Hasil Monitoring ke Leanding Sector 

2. Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara 

3. Rapat komisi III bersama dengan eksekutif tentang  

 Pengaduan terhadap rumah tidak layak huni/ infrastruktur dan 



lain-lain.  

 Solusi pemecahan masalah terhadap laporan dari masyarakat. 

2.  Rapat Intern Komisi III dalam rangka menyusun pertanyaan dan 

jadwal ke Leading Sector 

5. Monitoring ke leading Sector Komisi III 

Sumber: risalah sidang DPRD KLU  

Dalam fungsi pengawasan oleh anggota legislatif perempuan di 

Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan berdasarkan komisi-komisi dan 

melakukan pengawasan terhadap SKPD yang berkaitan dengan komisi 

yang dibidangi. Proses pelaksanaan fungsi pengawsan dilakukan 

berdasarkan pada daerah pemilihan masing-masing DPRD. berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ni Wyn Sri Pradiyanti antara lain: 

“Proses pengawasan anggaran dilakukan oleh komisi yang sesuai 

dengan bidangnya masing-masing, apabila ditemukan hal-hal yang tidak 

beres dilapangan atau tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan sedari 

awal maka langsung kita panggil dinas terkait. Apabila ditemukan sesuatu 

yang menyimpang tidak diberikan sangsi” 

 

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri diatas dapat dinilai 

peranannya dalam menjalankan fungsi pengawasan masih belum bisa 

dikatakan ikut terlibat dalam proses tersebut dikarenakan masih belum 

spesifik pengawasan dalam hal apa yang telah dilakukan atau sudah 

dilaksanakan. Disamping itu, sebagai pimpinan DPRD tentunya 

diperlukan ketegasan apabila ditemukan penyimpangan dilapangan. 

Walaupun, DPRD tidak memiliki wewenang dalam hal pemberian 

hukuman (Punishment). Tetapi, sebagai DPRD dapat menggunakan 

haknya yakni mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan. 



Sedangkan, berdasarkan hasil Wawancara dengan Ibu Galuh 

Nurdiyah menjelaskan proses pengawasan yang telah dilakukan yaitu: 

“Pengawasan biasa dilakukan oleh masing-masing komisi, 

kemudian cara pengawasan langsung turun kelapangan melihat kondisi 

apakah hasil yang dicapai sesuai dengan yang ditargetkan dan kita 

sesuaikan dengan anggaran yang dikeluarkan. Untuk mengetahui 

bagaimana kinerja unit pelaksana saya biasanya langsung melakukan 

wawancara bersama warga dan kadang-kadang ada laporan dari 

masyarakat”. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu 

Galuh Nurdiyah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan beliau mencari 

cara atau strategi sendiri dalam memperoleh informasi terkait program-

program yang diawasinya yakni dengan langsung bertanya kepada 

masyarakat dan mamanfaatkan informasi dari masyarakat.  

Hal ini tentu dapat menjadi inovasi baru bagi DPRD yang lain 

untuk melibatkan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Karena masyarakat yang langsung merasakan hasil kinerja dari apa yang 

telah diputuskan dan ditetapkan  bersama. 

Disamping itu adapun hal-hal yang sering menjadi masukan Ibu 

Galuh Nurdiyah terkait temuan beliau dilapangan dalam melakukan 

proses pelaksanaan pengawasan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu 

galuh Nurdiyah: 

“Kita memanggil SKPD yang bersangkutan kemudian kita 

tanyakan secara langsung apa yang membuat pekerjaannya molor seperti 

pada proses monitoring ke leading sector yang membahas tentang 

pembangunan jembatan ya hal ini berkaitan dengan dinas PU terdapat 

beberapa pekerjaan yang belum terselesikan seperti jembatan rabat gang 

dan drenase dan lainnya. nah masalah-masalah seperti itu langsung kita 



tanyakan kepada yang bersangkutan dan terkait program rumah kumuh 

juga saya sering sekali menemukan belum masyarakat yang betul-betul 

membutuhkan rumah tersebut malah tidak terdata oleh pihak yang 

menjalankan rumah kumuh”. 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat keterlibatan Ibu Galuh 

Nurdiah selaku Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam 

menjalankan fungsi pengawasan beliau turut serta membela kepentingan 

rakyat. Artinya, beliau memperhatikan apa yang telah dilaksanakan oleh 

pihak eksekutif dalam menjalankan tugasnya  

Menurut George R.Terry mengatakan bahwa pengawasan dititik 

beratkan pada tingkatan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah 

dicapai. Dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.  

 



 

3.1.2. Tingkat Kehadiran Dalam Rapat Pembahasan LKPJ Oleh Eksekutif (Kepala Daerah) 

Tabel 31. Daftar Hadir Rapat Dua DPRD Perempuan Dalam Rapat LKPJ 

No Rapat Pembahasan LKPJ oleh Eksekutif (Kepala Daerah  Tanggal Ni Wyn Sri 

Pradiyanti 

Galuh Nurdiah 

1 Rapat Paripurna jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan Umum 

Fraksi-FraksiDewan tentang Laporan Keterangan Pertanggungajawaban 

(LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 

Kamis, 2 april 2015 Hadir  Hadir  

2 Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungajawaban 

(LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 
Senin, 30 maret 2015 Hadir  Hadir  

3 Paripurna Laporan Panitia Khusus terhadap Laporan Pertanggungjawaban 

LKPJ Buati Akhir Tahun Anggaran 2014 
Jumat, 17 April 2015 Hadir  Hadir 

4 Paripurna Laporan Panitia Khusus terhadap 2 buah Raperda Jumat, 30 Januari 2015 Hadir  Hadir 

5 Rapat Paripurna pandangan Umum Fraksi-FraksiDewan terhadap LKPJ 

Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2014 
Rabu, 1 april 2015 Hadir  Hadir  

6 Rapat Paripurna Intern Pembentukan Pansus Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Lombok Utara 

Tahun 2010 – 2015 

11 Mei 2015 Tidak Hadir Tidak Hadir  

7 Rapat Paripurna persetujuan pembentukan, pemilihan dan pengUmuman 

Keanggotaan dan pimpinan 2 Pansus terhadap Laporan Keterangan 

Pertanggungajawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2014 

Kamis, 2 april 2015 Hadir  Hadir 



8 Rapat Paripurna Istimewa pendapat akhir Fraksi-FraksiDewan dan 

Paripurna penyampaian Keputusan DPRD KLU terhadap laporan 

Keteranga Pertanggungajawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun 

Anggaran 2014 

Jumat, 17 april 2015 Hadir  Hadir  

9 Paripurna Intern Pembentukan Pansus terhadap Raperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 
Selasa, 14 Juni 2016 Tidak Hadir Tidak Hadir 

10 Paripurna Laporran Pansus terhadap Raperda Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun 2015 
Rabu, 20 Juli 2016 Hadir Hadir 

11 Rapat Paripurna jawaban KDH terhadap pandangan Umum Fraksi-

FraksiDewan atas LKPJ akhir masa jabatan bupati 2010 – 2015 
Senin, 11 Mei 2015 Tidak hadir  Tidak hadir 

12 Rapat Paripurna Istimewa pendapat akhir Fraksi-FraksiDewan 

penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Akhir masa jabatan 

Bupati Lombok Utara Tahun 2010 – 2015 

Jumat, 29 mei 2015 Tidak hadir Tidak hadir 

13 Rapat Paripurna penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 
Rabu, 3 juni 2015 hadir Hadir  

14 Rapat Paripurna Laoran Panitia Khusus (Pansus) terhadap 4 buah Raperda Senin, 15 Februari 2016 Hadir Hadir 

15 Paripurna Laporan Pansus terhadap LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun 

Anggaran 2015 
Senin, 25 April 2016 Tidak Hadir Tidak Hadir 

16 Paripurna Intern Pembentukan Pansus LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun 

Anggaran 2015 
Rabu, 6 April 2016 Tidak Hadir Hadir 

17 Paripurna Intern Pembentukan Pansus LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun 

Anggaran 2015 
Selasa, 5 April 2016 Tidak Hadir Hadir 

18 Paripurna pandangan Umum Fraksi-FraksiDewan terhadap Raperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 
Senin, 8 Juni 2015 Tidak hadir  Hadir  



19 Rapat Paripurna jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan Umum 

Fraksi-FraksiDewan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Tahun 2014 

Selasa, 9 Juni 2015 Tidak Hadir Hadir  

20 Rapat Paripurna pandangan akhir Fraksi-FraksiDewan terhadap Raperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 

Jumat, 26 Juni 2015 Tidak hadir Tidak hadir 

21 Paripurna Pendapat Akhir Akhirr Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Raperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 

Senin, 25 Juli 2016 Tidak hadir Hadir 

22 Paripurna penyampaian LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 

2015 

Selasa, 29 Maret 2016 hadir Hadir 

23 Rapat Paripurna Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 

Senin,, 6 Juni 2016 Hadir Hadir 

24 Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap Raperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 

Selasa, 7 juni 2016 Hadir Hadir 

25 Paripurna jawaban/tanggapan Dewan tentang Raperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 

Rabu, 8 Juni 2016 Hadir Hadir 

26 Paripurna istimewa penyampaian penetapan rekomendasi DPRD terhadap 

LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 

Kamis, 28 April 2016 Tidak hadir Hadir 

27 Paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap LKPJ Kepala 

Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 

Selasa, 26 April 2016 Tidak hadir Tidak hadir 

28 Paripurna jawaban KDH terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan 

terhadap LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 

Kamis, 31 Maret 2016 Tidak hadir Hadir 

29 Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap LKPJ 

Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 

Rabu, 30 Maret Tidak Hadir Hadir 

Diolah dari berbagai sumber: risalah sidang DPRD KLU



dari tingkat kehadiran anggota Legislatif perempuan dalam 

menjalakan fungsi Pengawasan tingkat kehadiran Ibu Ni Wyn Sri 

Pradiyanti dalam proses ini dapat dikatakan sangat kurang tingkat 

kehaadiran nya dari total jumlah rapat sebanyak 29 kali rapat beliau 

hanya menghadiri rapat 14 kali dari 15 kali rapat. Padahal ketika 

melakukan wawancara dengan beliau terkait keaktifannya dalam rapat 

beliau menjawab tidak pernah absen kecuali sakit. Tentu sangat 

bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dengan kenyataannya. 

Sedangkan tingkat kehadiran anggota Legislatif Perempuan 

yakni ibu Galuh Nurdiyah dari total rapat 29 kali beliau hadir dalam 

rapat sebanyak 22 kali dengan tidak hadir 7 kali. Angka ini sangat jauh 

dibandingkan dengan Ibu Ni Wyn Sri Pradiyanti. Hal ini dapat 

membuktikan keterlibatan Ibu galuh Nurdiyah terlibat dalam 

melakukan fungsi pengawasan yakni apabila dilihat dari tingkat 

kehadiran rapat. 

Dalam hal ini, dapat dilihat keterlibatan anggota legislatif 

perempuan dalam keikutsertaan dalam pembahasan LKPJ karena 

dalam proses pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pihak 

eksekutif dapat diketahui hasil kerja dari apa yang sudah direncanakan 

dan penilaian untuk kesesuaian anggaran dengan hasil kerja. 

 

 



4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi DPRD Perempuan dalam Menjalankan 

Fungsi Lembaga Legislatif 

4.1.Faktor pendukung 

4.1.1. Kualitas Anggota 

Dalam menjalankan tiga fungsi DPRD banyak sekali 

kekurangan yang dimiliki oleh sesama anggota DPRD Kabupaten 

Lombok Utara baik itu anggota DPRD perempuan maupun anggota 

DPRD laki-laki. Namun, dengan adanya kerja sama yang baik 

kekurangan antar anggota tertupi oleh kemampuan yang dimiliki oleh 

masing-masing anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara. kerja sama 

ini, bukan diartikan sebagai kerja sama yang hanya menguntungkan 

beberapa pihak. Tetapi, sebagai pemangku kepentingan tentu kerja 

sama dibutuhkan untuk penetapan kebijakan atau peraturan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

4.1.2. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan dan bidang pendidikan yang di ambil 

sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas DPRD. Sebagai 

pimpinan dan anggota DPRD beberapa kendala yang dihadapi dalam 

menjalankan tugas terkait latar belakang pendidikan yaitu, berikut 

hasil wawancara dengan Ibu Ni Wyn Sri Pradiyanti yaitu: 

 “pertama saya sebagai pimpinan DPRD , pada priode pertama 

menjabat sebagai anggota DPRD pada tahun 2009-2014 karena latar 

belakang pendidikan sebagai pengajar sulit untuk memahami tugas dan 



fungsi lembaga legislatif. Namun, dengan adanya pelatihan dari partai 

tentang politik dan dari DPRD sendiri di fasilitasi anggota DPRD 

dengan Bintek (Bimbingan teknologi). juga menjadi faktor pendorong 

dalam menjalankan fungsi lembaga legislatif dan untuk selanjutnya 

saya merasa ada kemajuan terkait tugas yang saya jalankan.”  

Untuk priode kedua yaitu 2014-2019 ada kemajuan dalam 

menjalankan tugas dan fungsi terutama sebagai pimpinan DPRD. 

dengan jabatan sebagai pimpinan memiliki peran yang sangat penting 

dalam menjalankan fungsi di parlemen terutama mengoordinir 

anggota-anggota yang lain untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, 

sebagai pimpinan DPRD harus mampu menjalin komunikasi dan 

koordinasi baik itu dengan anggota komisi maupun badan-badan yang 

ada di DPRD. 

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Galuh Nurdiyah diantaranya: 

 “sebagai anggota DPRD yang hanya lulusan D2 saya tidak 

merasa terganggu dalam menjalankan tugas lembaga legislatif. Karena 

ada beberapa faktor pendukung selain pendidikan yaitu pertama, 

adanya pelatihan dari partai politik yang bertujuan untuk 

mengoptimalisasi kemampuan dalam bidang politik. Kedua, suami 

saya kan merupakan mantan bupati Kabupaten Lombok Utara tahun 

sebelumnya, sehingga saya sering mendapat pelajaran dan belajar dari 

pengalaman suami. Selain itu, disaat menajabat sebagai Bupati saya 

sering dibawa kelapangan atau berkunjung dengan warga sehingga 

dapat mengetahui permasalahan yang ada dimasyarakat.” 

Dalam hal ini, pendidikan politik sangat penting dilakukan 

untuk mempermudah pelaksanaan tugas sebagai DPRD Kabuapten 

Lombok Utara. selain itu, apabila dilihat dari pengalama organisasi 

kedua anggota legislatif perempuan tidak ada yang dari latar belakang 

politik, LSM, aktivis dsb.  



Ibu Ni Wyn Sri Pradiyanti pernah menjadi ketua IIKA PT. 

Askes dan Direktur tanjung Travel. Apabila dilihat dari jabatannya 

diorganisasi menempati posisi yang strategis yakni menjadi ketua dan 

direktur tentu menjadi pengantar dalam menjalankan tugas beliau di 

DPRD sebagai Pimpinan DPRD yang tentunya tidak terlepas dari 

koordinasi antar anggota dan pihak eksekutif (kepala daerah) selaku 

mitra atau partener dengan DPRD. 

Sedangkan Ibu Galuh Nurdiyah pernah menjadi ketua TP PKK 

KLU juga dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas di DPRD. 

seperti yang telah dijelaskan pada hasil wawancara, bahwa beliau 

merupakan istri dari mantan bupati pada priode sebelumnya juga 

mendapat pengalaman dari suami dalam menjalankan rooda-roda 

politik diparlemen. 

4.2. Faktor Penghambat 

4.2.1. Budaya Patriarki 

Budaya patriarki atau pembatasan peran antara perempuan dan 

laki-laki oleh masyarakat Kabupaten Lombok utara masih sangat 

kental dengan beranggapan bahwa perempuan hanya cocok di dapur, 

mengurusi anak, dan mengurusi urusan rumah tangga lainnya.  

namun, di bidang politik terutama di DPRD Kabupaten 

Lombok Utara tidak ada kendala budaya patriarki dalam menjalankan 



tugas sebagai lembaga legislatif. Berikut hasil wawancara bersama Ibu 

Ni Wyn Sri Pradiyanti anatara lain: 

“Dikantor tidak ada. Tetapi kalo masyarakat masih ada kesan 

bahwa laki-laki yang pantas dalam politik. Kendala hanya di temkan 

ketika pemilu legislatif sehingga Hambatan yang dialami calon-calon 

perempuan. Karena tidak percayanya masyarakat kepada perempuan 

apabila ada dipolitik. Mungkin itu yang menyebabkan rendah juga 

keterwakilan perempuan di DPRD” 

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Galuh Nurdiyah terkait 

buadaya patriarki di kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara yang 

didominasi oleh laki-laki yaitu: 

“Apabila antar sesama anggaota sama dalam melaksanakan 

tugas. Malah masyrakat lebih enak menyampaikan aspirasi kepada 

perempuan dan lebih leluasa karena lemah lembutnya” 

Dalam menjalankan fungsi DPRD yakni legislasi, anggaran, 

dan pengawasan tidak ada pembatasan peran anatara anggota DPRD 

laki-laki dan anggota DPRD Perempuan mengemban tugas yang sama 

dan bekerja sama antar anggota DPRD Bahkan masyakrakat pun lebih 

nyaman menyampaikan aspirasi atau keinginan mereka dengan DPRD 

Perempuan dibanding dengan anggota DPRD laki-laki. Karena 

masyarakat berasumsi bahwa adanya naluri perempuan, lemah lembut 

yang tidak dimiliki oleh anggota DPRD laki-laki. 

Adapun hasil wawancara dengan anggota DPRD laki-laki yang 

menjelaskan bahwa peran perempuan dalam menjalankan fungsi 

DPRD di Kabupaten Lombok Utara sama dengan anggota DPRD laki-



laki. Berikut hasil wawancara dengan Pak Djekat, Wakil Ketua 1 

DPRD KLU (29 Oktober 2016, Pukul 09:18 WITA) yaitu: 

“Kalo berbicara peranan di DPRD itu sama sesungguhnya 

peranan perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya. Cuma yang 

membedakan masalah jenis saja. Beda apabila dirumah tangga. Kalo 

dia di rumah tangga maka dia ibu rumah tangga suami jadi kepala 

rumah tangga. Tapi didalam menjalankan roda-roda politik di DPRD 

dia sama tinggal bagaimana kita menagrtikulasi kepemikiran kita apa 

yang kita ingin untuk.” 

Hal ini membuktikan bahwa kesamaan hak antara perempuan 

dan laki-laki atau tidak ada perbedaan dalam pembagian tugas di DPRD 

Kabupaten Lombok Utara dalam diwujudkan. Hanya saja tergantung 

bagaimana anggota legislatif perempuan benar-benar mampu dalam 

menjalankan fungsi DPRD yang didukung oleh kemampuan dari 

perempuan-perempuan yang diduduk sebagai wakil rakyat. 

4.2.2. Peran Ganda Perempuan (mengurusi Rumah Tangga dan 

Menjalankan Fungsi DPRD) 

Tidak ada pembagian peran antara anggota DPRD laki-laki 

maupun anggota DPRD perempuan. Seluruh anggota DPRD 

Kabupaten Lombok Utara memiliki peran dan sama dalam 

menjalankan fungsi lembaga legislatif yaitu: fungsi legislasi, anggaran, 

dan pengawasan. 

Namun, apabila di rumah tangga kedua anggota DPRD 

Perempuan Kabupaten Lombok Utara menjalankan tugas dan peran 

sebagai ibu rumah tangga dan suami tetap menjadi kepala rumah 



tangga. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Ni wyn Sri Pradiyanti 

terkait peran ganda yang dijalankannya yakni mengurusi rumah tangga 

dan menjalankan tugas di sebagai anggota legislatif yaitu: 

“Tidak ada hambatan hanya memiliki kurang memiliki waktu 

untuk keluarga. Dalam menjalankan tugas tidak mengenal waktu. 

Tetapi tetap menjalankan peran sevagai ibu rumah tangga. Dan 

dimudahkan dengan putra putri yang sudah besar mempermudah 

menjalnkan  tugas” 

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Galuh Nurdiyah dalam 

menjalankan peran ganda yaitu sebagai berikut: 

“Dapat memilah waktu, suami juga harus paham. Ketika 

pembahasan tidak selesai dengan jam yang ditetapkan maka kita tetap 

lanjut. Dan peran sebagai  Dan juga anak saya sudah menikah semua 

jadi tidak terlalu repot. Suami juga sebelum mencalonkan diri sebagai 

DPRD sudah mengetahui konsekuensi yang harus dihadapi seperti 

masak sendiri ditinggal keluar daerah” 

Didalam menjalankan peran sebagai anggota legislatif dan 

peran dalam menjalankan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga 

tidak ada hambatan yang dialami karena keluarga mulai dari anak dan 

suami mendukung keputusan kedua anggota legislatif perempuan 

terjun dalam dunia politik. Disamping itu, dipermudah lagi dengan 

anak-anak yang sudah besar dan bahkan ada yang sudah menikah 

justru mempermudah dalam menjalankan  tugas di DPRD.  

selain itu, kesiapan keluarga dalam menerima konsekunsi 

apabila istri terpilih dalam pemilu sudah dipertimbangkan sejak awal. 

Namun, dikarenakan tugas dan jadwal yang padat membuat anggota 



legislatif perempuan membuat jarang memiliki waktu bersama 

keluarga. 

 


